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<b>ABSTRAK</b>

Masalah yang diteliti dalam tesisini adalah bagaimana proses pel aksanaan program rehabilitas sosia
penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya
mengintegrasikan penyandang cacat netratersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para

pel aksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi
pel aksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan
penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pel aksanaan program rehabilitasi sosial penyandang
cacat netradi dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui
kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan
hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial.

Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka
pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui
kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya
ditentukan dengan purposive sampling.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses

pel aksanaan program rehabilitasi sosia penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna
Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari
sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal
interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitas sosial
penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri
pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi
pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pel aksana program untuk melaksanakan
tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut
antaralain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos
No. 22/HUKI11995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMI 1981, dan kebijakan kesegjahteraan sosial lain
sebagai pelaksananya.

Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitas
sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah
rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervens yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan
adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur
organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah mel aksanakan tugas
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sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern
panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosia lainnya dengan baik. Dan para petugas
yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial
fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK 11995 jo. PP. No. 16 Tahun
1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974.

Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Carayang
ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan
melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar
lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau |lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang
cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda.
Dalam tahapan kegiatan ini, semuateknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program,
dapat digunakan.

Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesgjateraan sosial yang berkaitan dengan
program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnyatelah dipahaminya dengan baik.
Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya
yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan
banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima
penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di
bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara
maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang
diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan
kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan

kesg ahteraan sosial lainnya yang terkait.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation
Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung

The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in
integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especialy the
socia welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the
application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the
blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among
institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officersto the legal policy in
the term asrules of the legal and socia welfare policy.

For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data
collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the



unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling.

From the research result which used the methodol ogy, was observed that the process of social rehabilitation
on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This
technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the
process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to
the blind in the servicesingtitution, that al the service for the activities based on the social policy and social
welfare policy. This policy isthe social service technology, because it is able to give the guidelinesto the
program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are
UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VI11U1981, and
other social welfare policies.

The service program for hardling the blind person's social problem isthe socia rehabilitation program with
other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social
service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution
intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and
capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to
overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of
social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17
UU No. 8/1974.

The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further
establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social
marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to
the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the socia orientation
program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them
differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be
used.

Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which isrelated to the social
rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of
the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel
connected socia policy, so it often become an obstruction for the old costumersto integrate. The problem
can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind
person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service
technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the socia policy and the intervention method.
It means that the skill given isreally needed in the field of work, the officials are also needed to be active in
the cooperation or the society awareness by using the social policy and othersrelated social welfare
policy.</i>



